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Katakunci: Upah, Dosen tetap Non PNS Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry. 
Upah adalah balasan dari jerih payah yang telah dilakukan oleh seseorang baik itu 
bernilai barang ataupun jasa yang menjadi hak baginya dan menjadi kewajiban bagi 
yang mengkonsumsi nilai barang atau jasa yang dihasilkan. Upah adalah alasan 
utama dalam bekerja. Ditinjau dari konsep Islam, upah harus mempertimbangkan 
asas kelayakan yang bermakna cukup pangan (makanan), sandang (pakaian), dan 
papan (tempat tinggal) serta adil yang berarti transparan dan jelas. Jika tingkat biaya 
hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, 
sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian dalam skripsi ini 
menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang 
meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data gambaran yang jelas dan konkrit 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, Kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode diskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Upah yang 
diterima oleh dosen yang berstatus sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dinilai masih sangat minim jika dibandingkan 
dengan beban kerja yang mereka pikul. Jika dilihat dari ketentuan pemerintah tentang 
Upah Minimum  Regional (UMR) dianggap tidak bisa mencukupi kebutuhan dari 
tenaga pengajar tersebut. Sistem kerja yang diterapkan di Fakultas Syari’ah dan 
hukum UIN Ar-Raniry pada dosen tetap non PNS sama saja dengan dosen yang 
tergolong PNS. Namun, perbandingan yang sangat jauh dari PNS dan Non PNS 
adalah dari segi upah/ pendapatan perbulan. Berdasarkan DIPA UIN Ar-Raniry tahun 
Anggaran 2015 Bagi dosen PNS, diberikan gaji pokok serta ditambah dengan uang 
tunjangan dengan syarat sudah Sertifikasi. Sedangkan bagi dosen Tetap Non PNS 
dapat dilihat dari Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry bahwa Gaji Dosen Tetap 
Non PNS diberikan honorium sebesar Rp. 1.800.000,- perorang/ perbulan. Jika 
ditinjau dari beban dan jam kerja yang dibebankan, terlihat kesenjangan dalam 
pengupahan terhadap para tenaga pengajar di ruang lingkup Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
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TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب B 
 
17 ظ ẓ 
z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ g 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
viii 
 
       Tanda        Nama       Huruf Latin 
 َ  Fatḥah A 
 ِ  Kasrah I 
 ُ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
             Tanda dan 
           Huruf 
Nama 
Gabungan 
      Huruf 
ي َ Fatḥah dan ya Ai 
 َو  Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك : kaifa   لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
        Harkat dan 
            Huruf 
       Nama 
       Huruf dan 
tanda 
 َا/ي  
Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā 
 ِي        Kasrah dan ya Ī 
 ُي  Dammah dan waw Ū 
 
Contoh: 
لاق : qāla 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
لوقي : yaqūlu 
ix 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
لافطلااةضور  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
۟ةرونملاةنيدملا : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
       al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط  : Ṭalḥah  
 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 
Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf 
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1 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama rahmatan lil „alamin yang menganjurkan kita 
bekerja, dengan niat mencari karunia Allah melalui berbagai bentuk transaksi 
yang saling menguntungkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup secara halal 
dengan cara mendapatkan upah. Dalam masalah ini Islam memandang bahwa 
bekerja adalah suatu kewajiban dan melarang umatnya berpangku tangan dan 
mengemis
1
. 
Pengupahan adalah suatu hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari seorang 
tenaga kerja dan tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manapun, baik itu 
di pegawai swasta ataupun negeri. Besar atau kecilnya upah selalu memicu 
konflik antara pihak yang memberikan kebijakan pekerjaan dengan pihak yang 
dipekerjakan. Bukti dari masalah tersebut dapat dilihat dari banyaknya unjuk rasa 
di negara kita tentang kelayakan upah yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak 
sebanding dengan beban yang mereka pikul.  
Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya 
pekerjaan seorang tenaga kerja, karena upah adalah suatu penerimaan sebagai 
imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 
telah atau  akan dilakukan, ia berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang 
layak bagi kemanusiaan dan produksi dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 
                                                             
1
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etik Ekonomi Islam, Alih Bahasa oleh Zainal Arifin, cet 2. 
(Jakarta: Gema Insani Pres,1997), hlm. 103. 
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uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan 
serta dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. 
Selain aturan dalam undang-undang negara, Allah juga telah menegaskan tentang 
imbalan dalam Surat al-Taubah ayat 105: 
 َنوُنِمْؤُمْلاَو ُُولوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُوَّللا ىَر َيَسَف اوُلَمْعا ِلُقَو َابِ ْمُكُئِّبَن ُي َف ِةَداَهَّشلاَو ِبْيَغْلا ِِلِاَع َٰلَِإ َنوُّدَر ُتَسَو 
 ُ ْن ُ ْ  َنوُلَم ْ َ 
Artinya: Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan 
dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang 
nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”. 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang 
beramal saleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Amal shaleh didefenisikan 
sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan 
manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, maka seorang yang bekerja 
dengan benar, akan menerima dua imbalan yaitu imbalan dunia dan akhirat
2
.  
Selain dari surat al-Taubah ayat 105, dijelaskan juga dalam surat al-Nahl, 
bahwa tidak ada perbedaan dalam menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat 
ini menegaskan bahwa tidak ada yang merasa tidak adil dalam menerima upah 
jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Penegasan dari ayat ini ada dua 
hal yaitu balasan Allah yang langsung diterima di dunia berupa kehidupan yang 
baik dan balasan di akhirat yaitu dalam bentuk pahala. Jadi dapat diambil 
                                                             
2
 Hasbiyallah, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 68. 
3 
 
kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti 
membalas semua apa yang telah dikerjakan. 
Masalah upah sangat penting karena Islam memberi pedoman kepada para 
pihak yang mempekerjakan agar dapat memenuhi prinsip dalam memberi upah, 
yaitu kejujuran, keadilan dan mencukupi. Prinsip tersebut dapat dilihat dalam 
sebuah riwayat yang disandarkan kepada  Imam al-Baihaqi yang berbunyi,  
ُوقَرَع َّفَِيَ ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َرْ يِجَلأْا اُْوطْعَأ 
Artinya: Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan 
beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”.(HR. 
Ibnu Majah)
3
. 
Maksud dari Hadis tersebut adalah seorang pekerja berhak menerima 
upahnya apabila sudah mengerjakan tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji 
pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan 
prinsip keadilan. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari tingkat 
pekerjaan dengan jumlah upah yang telah ditentukan. Jika para pekerja tidak 
menerima imbalan atau upah dengan adil dan pantas, maka akan menyebabkan 
rasa tidak senang terhadap pekerjaan yang telah menjadi tugasnya. Untuk itu, 
sangat penting adanya perhatian besar yang harus diberikan terhadap penentuan 
upah dari pekerja
4
.  
                                                             
3
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 
hlm.251. 
4
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 
1995, hlm. 362. 
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Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah 
SAW bersabda:  
ةبيش بيا نب ركب وبا انثدح ,ملسو ويلع للها يلص بينلا لاق :مكناوجا مى ,  تح للها مهل ج
مكيديا ,نول أ  امم مىوم طاف ,نوسبل  امم مىوسبلاو ,مهبلغي ام مىوفلك  لاو , مىومتفل  ناف
مىونيعأف .(ملسم هاور) 
Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: 
mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah 
menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barangsiapa 
mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan 
seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa 
yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan 
tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas 
seperti itu, maka hendaklah membantu mereka mengerjakannya”. (HR. 
Muslim)
6
. 
Sedangkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syaddad 
Rasulullah SAW bersabda: 
 نعيرفن نبيربج نع ديري نب ثرالحا نع يعازولاا انثدح فىا لما انثدح يقرلا ناورم نب ىسوم انثدح
لاق دادش نبدروتسلما :لوقي ملسو ويلع للها يلص للها لوسر   سم : بستكيلف لاماع انل نا  نم
ةجوز ,امدخ بستكيلف   داخ ول نكي لِ نإف ,انكسم بستكيلف نكسم ول نكي لِ ناف , لاق
                                                             
5
 Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz III, 
(Beirut: Dar al Fikr, 1994), hlm. 1282. 
6
Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusairi an-Naisabur, Sahih Muslim, Juz III, (Beirut: 
Dar Al Fikr, 1994), hlm.1282. 
5 
 
لاق ملسو ويلع للها يلص للها لوسر نا تبرخا ونع للها يضرركب وبا لاقو : وهف كلذ يرغذتخا نم
قراسوا لاغ .(دوواد وبا هاور)                      
Artinya: Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa yang menjadi 
pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang 
pembantu bila tidak memilikinya, hendaknya ia mencarikannya untuk 
pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia 
mencarikan tempat tinggal. Abu bakar mengatakan: diberikan kepadaku 
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa yang mengambil sikap 
selain itu maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri”. (HR. 
Abu Daud)
8
 
Dari kedua hadist tersebut dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang 
diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu pangan (makanan), sandang 
(pakaian), dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang 
belum menikah, menjadi tugas pemimpin yang memperkerjakannya untuk 
mencarikan jodohnya
9
. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji atau upah 
pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat 
setempat.
10
 Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah 
para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. 
Dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, keseimbangan dan 
hak kewajiban tersebut terbahasakan dengan sistem UMR (Upah Minimum 
Regional). Kebijakan ini muncul setelah krisis moneter pada tahun 1997/1998. 
                                                             
7
 Abu Sulaiman Hamid, Ma‟alim Sunan, Wahuwa Syarah Sunan Abu Daud, (Halab: 
Mutaba‟ah „Alimah, 1932), hlm. 388. 
8
Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy‟Ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, Jilid III, (Suryah: 
Dar al Fikr), hlm. 362. 
 
9
Veithzal Rizai, Islamic Human Capital, (Jakarta: PT Grafindo, 2009), hlm.608. 
10
Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manejemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan 
Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 114. Dikutip dari Muhammad Kard Ali, Al-
Islam wa Al-Hadharah Al-Arabiyah, (Kairo: Mathba‟ah Lajnah Al-Ta‟lif wa al-Nasyr, 1968), hlm. 
131. 
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Kebijakan ini sebagai komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan upah 
minimum tenaga kerja di Indonesia. Namun  permasalahan tentang upah 
minimum regional ini tidak serta-merta dapat menyelesaikan keluhan dari para 
pekerja di Indonesia. Besar beban kerja yang ditanggung dinilai masih jauh dari 
kelayakan dan tidak sebanding dengan upah yang diterima. 
Kenyataan yang berlaku pada saat ini, pemberian upah di negara kita 
menggunakan sistem konvensional, dapat dilihat dalam pemberian upah kepada 
pekerja, baik itu pegawai tidak tetap, tetap ataupun tenaga buruh yang dilihat dari 
status dan jabatan tanpa melihat tanggung jawab, beban atau jerih payah yang 
dilakukannya. Padahal kalau menurut pandangan Islam, gaji atau upah harus 
ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek adil dan layak. Adil dan layak 
tersebut ditentukan berdasarkan tanggungan nafkah keluarga, bagi yang sudah 
berkeluarga, gajinya dua kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang
11
. Selain 
itu juga didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat setempat.  
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry merupakan suatu lembaga 
pendidikan, tentu saja memiliki tenaga kerja yang harus dikelola sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Syari‟ah. Dengan adanya tenaga kerja 
tersebut, tujuan dari organisasi dapat tercapai dan setiap yang bekerja pada 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum haruslah dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja. 
Hak-hak pekerja tersebut adalah menerima gaji yang adil dan layak. Jadi, dengan 
pemberian gaji yang adil dan layak diharapkan setiap pekerja dapat memenuhi 
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 Ibid., hlm.114. 
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kebutuhan hidupnya dan meningkatkan produktivitas kerjanya serta mempunyai 
semangat dalam bekerja.  
Islam mengatur konsep upah berdasarkan kelayakan dan keadilan, namun 
terdapat permasalahan dalam keseimbangan beban kerja dengan upah kerja yang 
diterima oleh dosen yang masih berstatus sebagai dosen tetap non PNS dalam 
ruang lingkup Fakultas Syari‟ah dan Hukum di UIN Ar-Raniry. Aturan-aturan 
tentang ketenagakerjaan juga diberlakukan kepada dosen. Hal ini berdasarkan 
pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pekerja dalah setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Dan dalam pasal 40 ayat 1 huruf a 
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
dikatakan bahwa salah satu hak dosen/guru adalah menerima penghasilan atau 
jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.  
Akan tetapi, upah yang diterima oleh dosen-dosen yang masih berstatus 
sebagai tenaga  Dosen Tetap Non PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dinilai 
masih sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja yang mereka pikul. 
Jika dilihat dari ketentuan pemerintah tentang Upah Minimum  Regional (UMR) 
dianggap tidak bisa mencukupi kebutuhan dari tenaga pengajar tersebut. Sistem 
kerja yang diterapkan di Fakultas Syari‟ah dan Hukum di UIN Ar-Raniry pada 
dosen tetap non PNS sama saja dengan dosen yang sudah menjadi PNS. Namun, 
perbandingan yang sangat jauh dari PNS dan Non PNS adalah dari segi gaji/ 
pendapatan perbulan. Bagi dosen PNS, gaji mereka itu ditambah dengan uang 
tunjangan dan dua kali lipat dari gaji pokok apabila sudah Sertifikasi. Sedangkan 
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bagi dosen non PNS dapat dilihat dari Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry 
bahwa Gaji Dosen Tetap Non PNS diberikan honorium sebesar Rp. 1.800.000,- 
perorang/ perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun Anggaran 2015
12
. Pemberian 
gaji bagi dosen tetap non PNS tersebut dilakukan secara Transparan karena sudah 
diterapkan dalam Surat Keputusan Rektor
13
. Dapat disimpulkan bahwa gaji yang 
diberikan pada dosen tetap non PNS tersebut belum mencukupi. Jika 
dibandingkan dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yaitu UMR, gaji 
dosen tetap non PNS tersebut belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Padahal 
menurut pandangan Islam itu sendiri, Islam sangat menghargai nilai-nilai 
kemanusiaan dan bersifat layak serta adil. Tetapi upah dosen non PNS di Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry masih sangat minim dan belum mencapai 
kelayakan.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk 
mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah, degan judul Upah Dosen Tetap Non 
PNS Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Menurut Konsep 
Ujrah. 
 
 
 
 
                                                             
12
Merujuk pada Surat Keputusan Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh(no: 
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Wawancara dengan FF di staf prodi Hukum Ekonom i Syariah pada tanggal 1 juli 2015 
di Banda Aceh  
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1.2 Rumusan Masalah 
Melalui uraian di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah 
antara lain adalah: 
1. Bagaimana standar penetapan gaji Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh? 
2. Bagaimana upah Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ditinjau menurut konsep ujrah dalam 
hukum Islam? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Sama halnya dengan kajian lainnya, kajian ini juga mempunyai tujuan 
yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam 
melakukan kajian. Tujuan tersebut antara lain: 
1. Mendeskripsikan standar penetapan gaji Dosen Tetap Non PNS pada 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
2. Mendeskripsikan upah Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry ditinjau menurut konsep ujrah dalam hukum 
Islam. 
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1.4.  Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari terjadi kesalahan pembaca dalam memahami istilah-
istilah yang terdapat pada penjelasan terhadap beberapa istilah tersebut, antara 
lain: 
1. Upah/ Gaji 
2. Dosen Tetap Non PNS 
3. Konsep Ujrah 
1.4.1. Upah/ Gaji 
Upah/ gaji adalah memberikan imbalan kepada seseorang atas jasanya 
sesuai dengan perjanjian kerja
14
. Dalam Kamus Inggris Indonesia, upah disebut 
dengan pay, salary, weigh yang berarti upah, gaji dan bayaran
15
. Dengan kata lain 
upah adalah balasan atas jasa berupa imbalan atau uang yang dibayarkan setelah 
pekerjaan selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak atau kesepakatan antar dua 
belah pihak. 
Sehingga Upah/ Gaji dapat dijabarkan sebagai suatu imbalan dari upaya 
seseorang dalam menyelesaikan atau melakukan suatu pekerjaan yang telah 
disepakati antara pekerja dengan orang yang memberi pekerjaan yaitu berapa 
kesepakatan imbalan yang diterima pekerja
16
. Upah seseorang itu harus sesuai 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 972. 
15
 Jhon M. Echool dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 
1999), hlm. 421. 
16
 Mawaddah, Upah Minimum Provinsi NAD Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Banda 
Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008), hlm.6. 
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dengan konsep Ujrah dalam Islam yang mempertimbangkan aspek keadilan dan 
kelayakan. 
 
1.4.2. Dosen Tetap Non PNS 
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 pada pasal 1 menjelaskan, Dosen adalah 
pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengertian khusus 
untuk Dosen tetap non PNS pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah dosen yang 
bekerja penuh waktu seperti dosen PNS lainnya. Jadi dapat diambil kesimpulan 
bahwa dosen tetap Non PNS adalah tenaga pengajar pada lembaga pendidikan 
yang berstatus tetap Non PNS dengan tempo kerja dan imbalan yang telah 
disepakati di awal kontrak. 
 
1.4.3. Konsep Ujrah (Upah) 
Konsep ujrah merupakan teori yang membahas tentang kompensasi atas 
jasa dalam suatu kontrak kerja. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Kata 
“al-ujrah” atau “al-ajru” yang menurut bahasa berarti al-iwᾱḍ(ganti). Dengan 
kata lain, imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan
17
. 
Menurut Nurimansyah Haribuan mendefinisikan upah adalah segala macam 
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 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm.29. 
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bentuk penghasilan yang diterima pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam 
jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi
18
. 
Upah yang diberikan kepada tenaga kerja seharusnya sebanding dengan 
kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi 
pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan 
tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan 
dan sebagainya.
19
 
Dasar yang membolehkan upah terdapat dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32 
yaitu:  
 َكِّبَر  ََْحَْر َنوُمِسْق َي ْمُىَأ ۚ اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلحا فِ ْمُه َتَشي َِم ْمُه َن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ  ۚ َقْو َف ْمُهَض ْ َب اَن ْ َفَرَو 
 اِِّيرْخُس اًض ْ َب ْمُهُض ْ َب َذِخَّتَِيل ٍتاَجَرَد ٍض ْ َب ۗ َنو َُمَْيَ اَّمم رٌرْ يَخ َكِّبَر  َُْحَْرَو  
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan”. 
  
Ayat tersebut menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi 
pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah. Allah telah membagi-
bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak 
dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam 
harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga 
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 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
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19
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mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur 
kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau 
seluruh kekayaan dan kekuasan duniawi, sehingga mereka dapat meraih 
kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
20
 
Syarat ujrah itu hendaknya pembayaran yang diterimanya sudah jelas 
(sudah diketahui jumlahnya), upah harus dibayar berbeda dengan jenis objeknya 
supaya tidak mengantarkan pada praktek riba dan upah harus dilakukan dengan 
cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di 
dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan 
dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum
21
. 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Menurut penulusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang 
membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Upah 
Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
Menurut Konsep Ujrah. Namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan persoalan 
mekanisme penetapan ujrah. 
Salah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul 
penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Nurlaili, dengan judul 
Mekanisme Penetapan Ujrah Terhadap Objek Gadai pada Perum Pegadaian 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, Vol. 12, 
(Ciputat : Lentera Hati, 2000), hlm. 561. 
21
 M. Arkal Salim, Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, 
(Jakarta: Logos,1999), hlm. 99-100. 
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Syari‟ah Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah pada 
Fakultas Syari‟ah Jurusan SMI IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2011. Tulisan 
ini secara  umum membahas tentang mekanisme  penetapan ujrah di Perum 
Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh yang ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah. 
Namun tulisan tersebut tidak sama objek penelitiannya dan tidak membahas 
tentang tolak ukur terhadap beban tenaga kerja menurut konsep Ujrah. 
 Selanjutnya karya ilmiah oleh Mawaddah yang berjudul Upah Minimum 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau Menurut Hukum Islam pada 
Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Tahun 2008. Tulisan tersebut membahas 
tentang UMR Nanggroe Aceh Darussalam tidak sesuai menurut pandangan Islam 
dari besarnya upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh. Namun dalam 
penulisan tersebut tidak menjelaskan konsep ujrah dalam tenaga kerja tersebut. 
 Mengingat tulisan atau penelitian tentang Upah Dosen Tetap Non PNS 
pada Fakultas Syari‟ah UIN Ar-Raniry Menurut Konsep Ujrah belum ada dan 
masih terlalu minim, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya 
ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih 
terbuka lebar. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
 Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan 
data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu 
sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang 
ditempuh adalah sebagai berikut:  
15 
 
1.6.1. Jenis Penelitian 
 Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan 
metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan M. Nazir bahwa, 
“Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menelititi suatu kondisi, suatu 
pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk 
membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
22
 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah 
penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 
dan mengobservasi lapangan tentang upah Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry menurut konsep ujrah. 
 
1.6.2. Metode Pengumpulan Data 
a. Field Research 
 Penelitian field research yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data 
primer dengan melakukan penelitian langsung ke Prodi di lingkungan Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kemudian mengumpulkan data-data dan 
informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
b. Library Research 
 Library research adalah penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-
kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, surat kabar dan situs website dari internet 
serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian 
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 M. Nazir, Metode Penelitian, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
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dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini 
sehingga mendapatkan hasil yang valid. 
 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang 
diteliti pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, sehingga 
dapat mengetahui lebih detail tentang upah Dosen Tetap Non PNS 
pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry menurut Konsep 
Ujrah.    
b. Interview/ wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau 
berkomunikasi secara langsung dengan dosen yang telah ditetapkan, 
guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus 
penelititan tentang upah Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry menurut Konsep Ujrah. 
 
1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data 
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat 
tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan dosen serta data/keterangan yang 
berkaitan dengan topik pembahasan. 
 
1.6.5.  Langkah-Langkah Analisis Data 
 Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 
data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara 
mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada 
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saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada 
umumnya dilakukan setelah data terkumpul.
23
 Guna untuk memperoleh gambaran 
yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.  
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif 
deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus 
reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. 
 Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual 
secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan 
cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat 
yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
 Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis 
mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan Ijarah, Ujrah dan UMR serta 
permasalahan Ujrah yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Kemudian 
dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang 
menggambarkan keadaan saat ini. 
 Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana 
pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari 
pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan 
dalam rumusan masalah dari penelitian ini. 
Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk 
kepada buku Panduan Penulisan Skripsi  yang diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. X (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2005), hlm. 103 
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dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan 
tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah 
dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat 
al-Qur‟an dikutip dari al-Qur‟an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan 
Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur‟an Departemen Agama RI Tahun 2005. 
 
1.7.  Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka 
pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab. 
 Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai Upah dalam fiqh 
mu‟amalah yang meliputi pengertian, rukun dan syarat Ujrah dan prosedur 
pemberian upah serta pendapat fuqaha tentang penetapan upah oleh pemerintah. 
Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang upah Dosen Tetap Non 
PNS pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry menurut Konsep Ujrah. 
Mendeskripsikan standar penetapan gaji atau upah, serta meninjau upah dosen 
tetap non PNS tersebut menurut hukum Islam. 
 Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang 
berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan 
penelitian yang berguna seputar topik pembahasan. 
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BAB DUA 
KONSEP UMUM TENTANG UPAH MENURUT ISLAM 
2.1.  Pengertian dan Dasar Hukum Upah 
2.1.1. Pengertian Upah 
Dalam Islam upah disebut Ijārah, yang berasal dari kata al-ajru, yang 
diartikan menurut bahasa adalah al-iwāḍ (ganti) atau upah1. Dan menurut syara‟ 
Ijārah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
penggantian.
2
 
Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang 
menyewakan), sedangkan pihak yang memberikan sewa disebut Musta’jir (orang 
yang menyewa atau penyewa). Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, 
musta’jir sudah berhak mengambil manfaat. Dan mu’ajjir berhak pula mengambil 
upah, karena akad ini adalah mu’awwadhah (penggantian).3 
Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran 
tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.
4
 
Menurut pendapat Idris Ahmad upah adalah mengambil manfaat tenaga 
orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu
5
. Sedangkan 
                                                             
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.114. 
2
 Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta:Citra Adytia 
Bakti, 2003), hlm.12. 
3
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Alma‟arif, 1987) hlm. 8. 
4
 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2000), hlm. 1108. 
5  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115. 
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menurut Nurimansyah Haribuan upah adalah segala macam bentuk penghasilan 
yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka 
waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.
6
 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan 
Upah, Upah adalah imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan 
atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam 
bentuk uang yang akan ditentukan melalui persetujuan atau peraturan perundang-
undangan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan 
buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri ataupun keluarganya. 
Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, upah 
merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang dibayarkan atau ditetapkan 
berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
atau jasa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. 
Seorang ahli ekonomi komteporer yang bernama M. Abdul Manan 
menjelaskan bahwa upah adalah sesuatu yang berdiri atas sejumlah kebutuhan 
hidup yang diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya dan sebagai hasil atas 
kerjanya tersebut.
7
 
Dari pengertian di atas, secara umum dapat diartikan bahwa upah secara 
keseluruhan mengandung maksud dan tujuan yang sama. Upah adalah akad 
                                                             
6
 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1997), hlm. 68. 
7
 M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: 
Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166. 
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perjanjian yang dibolehkan dalam kepemilikan atas suatu yang dimanfaatkan 
tenaga pekerja dengan menerima imbalan yang layak dan pantas serta disesuaikan 
dengan berat pekerjaan yang dilakukan. Dari sisi lain , upah adalah suatu imbalan 
prestasi yang harus dibayar oleh majikan kepada pekerja. Pekerja diwajibkan 
melakukan perintah majikan dengan baik dan majikan sebagai pemberi kerja 
harus membayar upah kepada pekerja, baik dalam bentuk uang maupun barang 
lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan kelayakan hidup bagi buruh yang 
dibayar pada awal atau sesudah pekerjaan tersebut dilakukan. 
 
2.1.2.   Dasar Hukum Upah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
Terdapat sederetan aturan yang dapat dijadikan dasar hukum upah, antara 
lain, UUD 1945 pasal 27 ayat 2, Tap MPR No. 11 Tahun 1988 Tentang 
kebijaksanaan di Bidang Pengupahan. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, 
pasal 88 s/d pasal 98, PP No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah, Permenaker No. 
Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimim Regional (UMR). Kepmenakertrans No. 
Kep-226/Men/2000 tentang Upah Minimum Kab/Provinsi. Kepmenakertrans No. 
Kep-49/Men/2004 tentang Struktur dan Skala Upah, Permenakertrans No. Per-
17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 
Kebutuhan Hidup Layak dan Konvensi ILO No. 95 tentang Perlindungan Upah.
8
 
Ada beberapa aturan dan prinsip dalam peraturan perundangan yaitu setiap 
pekerja ataupun buruh berhak mendapat penghasilan yang dapat memenuhi 
                                                             
8
 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia. 2010), 
hlm. 7-8. 
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penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menentukan upah 
minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebutkan dalam UU13/2003 
pasal 88 ayat 4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum dan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum 
dapat dilakukan penangguhan, hal tersebut tertera dalam UU13/2003 pasal 91 ayat 
1. Pada prinsip no work no pay adalah tidak boleh memotong upah pokok, hanya 
memotong uang tunjangan kehadiran. Ada hak perlindungan upah yang sesuai 
dengan ketentuan UU 13/2003 pasal 93 ayat 2. 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur 
tentang Pengupahan pada Bab 10. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
9
 
Hak dan Kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja/ pengusaha adalah 
sebagai berikut:
10
 
Tabel 2-1: Hak dan Kewajiban antara Pekerja dan 
Pengusaha/Pimpinan/Pemberi Kerja 
No 
Kewajiban 
Pekerja 
Kewajiban 
Pengusaha 
Hak Pekerja 
Hak 
Pengusaha 
1 
kewajiban 
mentaati 
peraturan dan 
petujuk 
pengusaha 
kewajiban 
memberikan 
istirahat/ cuti 
hak 
memperoleh 
istirahat/cuti 
hak 
memperoleh 
hasil kerja 
yang baik 
oleh 
karyawan 
                                                             
9
 Cintya Sherry, Analisa Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, diakses pada 
tanggal 18 Februari 2016, dari situs: http/www. WordPress.com. 
10
 Ibid. 
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2 kewajiban 
melakukan 
pekerjaan 
kewajiban 
membayar upah 
hak 
memperoleh 
pengembangan 
karir dan 
training 
hak 
memperoleh 
kepatuhan 
dan ketaatan 
3 kewajiban 
meningkatkan 
produktivitas 
kerjanya 
kewajiban menjaga 
keselamatan 
mengurus perawatan 
hak 
memperoleh 
jaminan 
keselamatan 
kerja 
hak 
memperoleh 
proteksi aset 
perusahaan 
oleh 
karyawan 
4 kewajiban 
menjaga asset 
perusahaan 
kewajiban 
memberikan surat 
keterangan dan 
mematuhi seluruh 
ketentuan yang 
berlaku 
hak 
memperoleh 
gaji yang adil 
dan layak 
hak menerima 
ganti rugi 
akibat 
kelalaian 
karyawan 
  
Kewajiban pekerja yang telah disebutkan di atas bersifat universal yang 
artinya sesuatu yang menjadi kewajiban pemberi pekerjaan/pengusaha akan 
menjadi hak pekerja. sebaliknya apa yang menjadi hak pemberi kerja/ pengusaha 
akan menjadi kewajiban pekerja. Pekerja dan pengusaha/pimpinan harus 
menjalankan setiap amanat yang diberikan tersebut dengan baik. Apabila dari 
salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban dengan benar, maka para pihak 
dapat mengakhiri hubungan kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
Kewajiban bekerja yang bersifat universal tersebut harus dirumuskan 
dengan jelas dalam suatu perjanjian supaya dapat memahami perjanjian kerja 
tersebut dan bagi setiap pimpinan harus menjelaskan dengan baik dan benar 
kepada pekerjanya. Bagi pekerja yang tidak menjalankan kewajibannya maka 
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harus diambil suatu tindakan yang tegas yang dimulai dari peringatan lisan, 
tertulis sampai dengan tindakan pemutusan hubungan kerja.
11
 
Adapun dalam Islam terdapat beberapa dalil al-Qur‟an dan Hadis yang 
membahas tentang upah/gaji. 
1. Landasan al-Qur'an 
Surat Az- Zukhruf ayat 32: 
 َكِّبَر َتَْحَْر َنوُمِسْق َي ْمُىَأ ۚ اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا فِ ْمُه َتَشيِعَم ْمُه َن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ  ۚ َقْو َف ْمُهَضْع َب اَنْع َفَرَو 
 اِِّيرْخُس اًضْع َب ْمُهُضْع َب َذِخَّتَِيل ٍتاَجَرَد ٍضْع َب ۗ                      َنوُعَمَْيَ اَّمِ ٌرْ يَخ َكِّبَر ُتَْحَْرَو  
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S. Az- Zukhruf: 32).
12
 
 
Ayat tersebut menerangkan bahwa penganugerahan rahmat Allah dan 
pemberian waktu semata-mata karena wewenang dari Allah, bukan dari manusia. 
Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, 
karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan 
sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian 
yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam 
mencari dan mengatur kehidupannya. Rahmat Allah lebih baik dari apa yang 
                                                             
11
 Oktav P. Zamani, Pedoman Hubungan Industrial, (Jakarta: PMM, 2011), hlm. 26. 
12
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Alma‟arif, 1987), hlm. 8. 
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mereka kumpulkan, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan 
ukhrawi.
13
 
Surat Ali-Imran ayat 57 : 
 ْمُىَروُجُأ ْمِهيِّفَو ُي َف ِتَاِلْاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا اََّمأَو ۗ                  ينِمِلاَّظلا ُّبُِيُ َلَ ُوَّللاَو  
Artinya: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia 
akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah 
tidak menyukai orang zalim. ( Q. S Ali-„Imran: 57) 
Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah 
dalam al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang 
bekerja harus dihargai dan dibayar upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi 
para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai oleh Allah. 
 
2. Landasan Sunnah 
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah 
mengatakan bahwa Nabi SAW. memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah 
satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah para pekerja. 
دممح نب فسويانثدح  بيا نعديعس بيا نبدعس نع ةيما نب ليعاسما نع ميلس نب يىيُ نيثدح لاق
 لجر ةمايقلا موي مهمصخ انا ةثلاث لىاعت للها لاق ملسو ويلع للها ىلص بينلا نع ونع للها يضر ةريرى
 هرجا وطعي لمو ونم فِوتس افايرجا رج اتسا لجرو ونثم لكاف ارح عاب لجرو ردغ ثم بي ىطعا( هاور
ىراخبلا)                                                   
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 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol.12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 561. 
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Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah 
dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga 
jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, 
seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang 
yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan 
seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu 
menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”.(H.R. 
Bukhari)
14
 
 
Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa 
pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya. 
 نب نحْرلا دبع انثدح يملسلا ةيطع نبديعس نب بىو انثدح يقشمدلا ديلولا نب سابعلا انثدح
 يرجلَا اوطعا ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر لاق لاق رمع بنهللا دبع نع ويبا نع ملسا نبديز
 وقرع فيَ نا لبق هرجا(اورهوجام نبا )                                                      
Artinya: Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami 
(katanya) Wahb ibn Sa’id ibn Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan 
kepada kami (katanya) Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah 
memberitakan kepada kami (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 
Abdillah ibn Umar dia berkata: Rasulullah Saw telah berkata: “Berikan 
kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu 
Majah)
15
 
 
3. Landasan Ijma‟ 
Mengenai disyari‟atkan ijậrah, semua umat bersepakat, tak seorang ulama 
pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di 
antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.
16
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 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 50. 
15
 Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya 
al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), hlm. 20. 
16
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Alma‟arif, 1987) hlm. 11. 
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2.1.3. Rukun Upah (Ujrah) 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu 
terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya 
dalam membuat toko, terbentuk toko tersebut karena adanya unsur-unsur yang 
membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam 
konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu adalah rukun
17
. 
Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada empat yaitu:  
a. Āqid (orang yang berakad).  
Āqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah 
mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu’jir 
dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 
sesuatu disebut musta’jir.18 
Dalam melakukan suatu akad sangat penting dalam kecakapan bertindak 
dan layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria baligh dan berakal. Apabila 
dilakukan oleh orang gila atau anak kecil maka tidak sah karena keduanya tidak 
memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya.
19
 
b. Ṣighat Akad 
Ṣighat akad terdiri atas ijab dan qabūl. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab 
dan qabūl dapat melalui ucapan, utusan, isyarat dan secara diam-diam. Syarat 
                                                             
17
 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih 
Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95. 
18
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117. 
19
 Mustafa Dib al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Damaskus: Darul Mustafa, 
2009), hlm. 149. 
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pada ijārah tersebut sama dengan jual beli, hanya saja ijab dan qabūl pada ijārah 
harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
20
 
c. Upah (Ujrah) 
Upah adalah pemberian sesuatu (biasanya uang) sebagai imbalan dari jerih 
payah seseorang
21
. Disyaratkan dalam upah apa yang telah disyaratkan pada 
harga dalam akad jual beli yaitu harus suci. Maka tidak sah ijarah jika upahnya 
berbentuk anjing, babi, kulit bangkai atau khamar, karena semua itu adalah 
barang najis.
22
  
Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak sah upah 
yang tidak dimanfaatkan, baik karena kerendahannya maupun karena dapat 
menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannnya 
dalam syara‟ seperti alat-alat hiburan, berhala dan patung. Selain itu disyaratkan 
pula upah harus diketahui oleh kedua belah pihak dan uang sewa harus 
diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. 
d. Manfaat 
Dalam mengontrak seorang pekerja harus ditentukan secara jelas bentuk 
pekerjaan dan upahnya. Karena apabila transaksi ujrah belum jelas maka 
hukumnya adalah fasid.
23
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 Moh. Saifullah al Aziz S, Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 
hlm. 378. 
21
 Muhibbuthabary, Fiqh Amal Islami, (Bandung: Cita Pustaka, 2012), hlm. 163-164. 
22
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 410. 
23
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 157. 
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2.1.4. Syarat Upah (Ujrah) 
Syarat “upah” dalam sewa sama dengan syarat “harga” dalam jual-beli 
karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai 
dengan akad sewa (ijārah). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 
a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa 
(ijarah) tidak sah jika upah atau bayarannya adalah anjing, babi, kulit bangkai 
yang belum disamak atau khamar karena semua itu termasuk benda-benda 
najis. 
b. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah 
dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan), seperti serangga maupun 
karena diharamkan dalam pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat 
permainan yang melalaikan dan patung. Manfaat yang menjadi objek akad 
sewa menyewa (Ijārah) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-
barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.
24
 
c. Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan 
burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di air. Juga 
tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (di-ghasab), 
kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta ghasab itu atau 
memungkinkan untuk diambil kembali. 
d. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upahnya, 
baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakālah (harta yang 
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dikuasakan). Jika harta tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, ia 
tidak sah dijadikan upah sewa. 
e. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat diketahui secara 
jelas dan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan 
syara‟.25 Upah merupakan suatu pembayaran atas nilai manfaat, jadi nilai 
tersebut harus diberitahukan dengan jelas supaya tidak bertentangan dengan 
ketentuan syariat dan dapat mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua 
belah pihak.  
Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah yaitu: 
“barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu 
upahnya.”26 
Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika 
upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. 
f. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga 
dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa 
kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan 
umum.
27
 
g. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Apabila mengupah suatu 
pekerjaan dengan pekerjaan yang sama maka hukumnya tidak sah karena 
dapat mengantarkan praktek riba. Contohnya mempekerjakan buruh 
bangunan dan upahnya berupa bahan bangunan. 
                                                             
25
 Sayyiq Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Alma‟arif, 1987), hlm. 12 
26
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 400. 
27
 M. Arkal Salim, Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, 
(Jakarta: Logos,1999), hlm. 99-100. 
 
 
 
31 
h. Upah perjanjian persewaan sebaiknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu 
yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah 
membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis 
manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau 
ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.28 
i. Upah berupa harta tetap yang dapat diketahui dengan jelas supaya tidak 
menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Apabila terjadi perselisihan 
maka akadnya tidak sah, ketidak jelasan dalam menghalangi penyerahan dan 
penerimaan sehingga tidak tercapai maksud dari akad tersebut. Kejelasan 
objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, penjelasan 
waktu, penjelasan jenis pekerjaan dan objek kerja dalam penyewaan para 
pekerja. 
Syarat-syarat utama dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah tentang pengupahan 
yaitu para musta’jir harus memberikan upah kepada mu’ajir sepenuhnya atas 
jasa yang diberikan, sedangkan mu’ajir harus melakukan pekerjaan sebaik-
baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat tersebut dianggap sebagai 
kegagalan moral baik itu dari pihak musta’jir ataupun mu’ajir dan harus 
dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.
29
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2.1.5. Hak Menerima Upah 
a. Selesai bekerja 
Berdalilnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi 
saw. bersabda:  
                                                                                   ُوقَرَع َّفَِيَ ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َرْ يِجَلأْا اُْوطْعَأ
Artinya: Berikanlah olehmu upah orang yang bayaran sebelum keringatnya 
kering. (HR. Ibnu Majah) 
b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang 
Apabila terdapat kerusakan pada „ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan 
sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal. 
c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin 
mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi 
keseluruhannya. 
d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak 
sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran. 
 
2.2. Macam-macam dan Jenis Upah (Ujrah) 
Upah dikelompokkan menjadi dua macam yaitu 
a. Upah yang sepadan (ujrah al-miṣli) 
Ujrah al-miṣli adalah upah sewa pengganti yang biasanya ditentukan oleh 
ahli sebagai pengganti barang atau jasa yang disewa. Sementara itu upah sewa 
yang ditentukan adalah upah sewa yang sepadan dengan kerjanya dan jenis 
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pekerjaannya serta telah disepakati di antara kedua belah pihak yang berakad. 
Jumlahnya bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari sewa pengganti.
30
 Tujuan 
ditentukan tarif upah yang sepadan yaitu untuk menjaga kepentingan dari 
kedua belah pihak tersebut dan menghindar adanya unsur penipuan dalam 
setiap transaksi yang dilakukan dan apabila ada perselisihan yang terjadi dalam 
transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.
31
 
b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musāmma) 
Ujrah al-Musāmma adalah upah yang disebutkan syaratnya disertai 
dengan adanya kerelaan kedua belah pihak. Jadi bagi pihak musta’jir tidak 
boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditentukan dan 
pihak ajīr juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa 
yang telah ditentukan. Apabila upah tersebut dinyatakan pada saat melakukan 
transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (ajrun 
musāmma). Apabila belum disebutkan dan terjadi perselisihan maka upahnya 
bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrun miṣli).32 
Pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah 
terjadinya perkembangan dalam bidang muamalah pada masa ini, maka jenisnya 
pun bermacam-macam yaitu: 
a. Upah perbuatan taat 
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Secara umum apabila perbuatan taat yang termasuk taqarrub, maka 
pahalanya jatuh kepada yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu tidak 
boleh mengambil upah dari orang lain untuk melakukan pekerjaan itu.
33
  
Menurut pendapat Mazhab Hanafi, apabila menyewakan orang lain untuk 
shalat, puasa atau mengerjakan haji atau membaca al-Qur‟an yang pahalanya 
dihadiahkan kepadanya (penyewa), atau untuk azan itu tidak dibolehkan dan 
hukumnya adalah haram mengambil upah tersebut. Berdalil kepada sabda Nabi 
saw yang berbunyi: 
تلَو نارقلااو ءرقاأوباولك                                                                   
Artinya: Bacalah olehmu al-Qur’an dan jangan kau cari makan dengan jalan itu. 
Karena perbuatan yang tergolong takarrub apabila berlangsung, maka 
pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari 
orang lain untuk pekerjaan itu.  
Generasi belakangan mengeksepsikan untuk pengajaran al-Qur‟an dan 
ilmu-ilmu syariat. Mereka menfatwakan yaitu boleh mengambil upah ini sebagai 
perbuatan baik, setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang 
dahulu biasa mengalir kepada mereka, yang menjadi guru dari orang-orang kaya 
dan baitul mal pada masa-masa awal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
kesusahan dan kesulitan, karena mereka (para guru) membutuhkan penunjang 
kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Mengingat 
mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan perolehan dari usaha pertanian 
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atau perdagangan atau industri, karena tersita untuk kepentingan al-Qur‟an dan 
Syari‟at, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan 
dari pengajaran ini.
35
 
Menurut Mazhab Hambali, tidak boleh membayar upah seperti azan, 
iqamat, mengajarkan al-Qur‟an, fikih, hadits, haji dan qadha. Perbuatan-perbuatan 
ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan taqarrub bagi si pelaku. Dan diharamkan 
mengambil rezeki dari baitulmal atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalir 
manfaat seperti pengajaran al-Qur‟an, hadis, fikih , haji dan melaksanakannya 
serta azan dan umpamanya. Karena termasuk jenis mashalil, bukan termasuk ganti 
(iwādh), tetapi rezeki untuk menopang ketaatan (biaya taat) dan tidak dikeluarkan 
untuk perbuatan yang dikategorikan qurbah dan tidak diperlukan kesungguhan 
dalam ikhlas. 
Menurut Mazhab Maliki, asy Syafi‟i dan Ibnu Hazm, membolehkan upah 
sebagai imbalan mengajarkan al-Qur‟an dan Ilmu, karena ini termasuk jenis 
imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.  
Ibnu Hazm mengatakan bahwa “pengimbalan untuk mengajarkan al-
Qur‟an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. 
Semua itu boleh. Untuk pengobatan , menulis al-Qur‟an dan menulis buku-buku 
pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada 
membolehkannya.” 
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b. Upah sewa-menyewa rumah 
Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal 
oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan 
cara meminjamkan atau menyewakan kembali.
36
 
Menyewakan rumah diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak 
boleh merusak bangunan yang disewanya tanpa izin dari pemilik rumah, selain itu 
pihak penyewa harus memelihara rumah tersebut sesuai dengan kebiasaan di 
tengah-tengah masyarakat. 
c. Upah sewa-menyewa tanah 
Menyewakan tanah diperbolehkan dengan syarat menjelaskan kegunaan 
tanah yang disewa dan jenis tanaman apa yang ditanam di tanah tersebut. Jika 
tidak sesuai dengan syarat, maka ijarah dinyatakan tidak sah sebab kegunaan 
tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam 
perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik 
tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan 
antara kedua belah pihak. 
d. Upah sewa-menyewa kendaraan 
Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat menjelaskan tempo 
waktu secara jelas dan kegunaan dari penyewaan tersebut, apakah yang diangkut 
dan siapa yang menunggangi. 
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e. Upah pembekaman 
Sebagian ulama melarang usaha pembekaman, tetapi pendapat itu 
ditentang oleh sebagian ulama yang lain. Alasan ulama yang melarangnya karena 
hal itu adalah usaha yang buruk dan tidak disukai oleh orang. Sementara alasan 
ulama yang membolehkannnya karena membekam adalah usaha yang mubah. 
Ulama yang membolehkannya berpedoman pada hadis yang diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata, “Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam 
biasa berbekam dan beliau memberikan upahnya.”37 
f. Upah menyusui 
Menurut ash-Shahiban (dua murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi‟iyah, 
berdasarkan qiyas, tidak dibolehkan menyewa seorang perempuan untuk 
menyusui ditambah makan dan pakaian karena ketidakjelasan upahnya, yaitu 
makanan dan pakaian. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan 
firman Allah yang artinya:”..Dan jika kamu ingin menyusukan anak-anakmu 
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan 
cara yang patut...” (al-Baqarah: 233) 
Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. 
Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena 
dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan 
yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang 
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terhadap anak-anak, sehingga hal ini sama dengan masalah ketidakjelasan jumlah 
qafiz dalam jual beli shubrah (sejumlah makanan) secara jizaf (tanpa ditaksir).
38
 
g. Perburuhan 
Selain sewa-menyewa barang, ada juga persewaan tenaga yang disebut 
dengan perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya untuk 
dikaryakan kepada orang lain berdasarkan kemampuannya yang dimilikinya. 
 
2.3. Dasar Penentuan Upah 
Penentuan upah merupakan penentuan harga, karena upah disebut dengan 
nilai ataupun harga. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan 
asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam 
firman-Nya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencakupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (al-Ahqaf [46]: 19). Untuk itu 
upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan 
jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.  
Tanggungan nafkah keluarga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima 
oleh pegawai. Bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari 
pegawai yang masih lajang.
39
 Karena mereka harus menanggung nafkah orang-
orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka tetap bisa memenuhi 
kebutuhan dan hidup yang layak. Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang 
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mempekerjakan seseorang, sedang ia tidak memiliki rumah, maka ia harus diberi 
rumah dan jika ia tidak memiliki istri maka nikahkanlah, dan jika ia tidak 
memiliki kendaraan maka berikanlah kendaraan.” 
Upah yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf 
kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa khalifah Umar r.a, gaji pegawai 
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. 
Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempatmeningkat, maka upah para pegawai 
harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.
40
 
Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin adalah 
pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebih-lebihan atau 
terlalu sedikit. Tujuan pemberian upah adalah agar para pegawai mampu 
memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka dan dapat dijadikan motivasi 
bagi para pegawainya. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan 
tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan 
keluarganya (tindak korupsi). Khalifah Umar r.a. mendorong pegawainya untuk 
tidak terlalu hemat atas dirinya (kikir), namun mereka harus memiliki kehidupan 
mulia, sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. memberikan wasiat kepada 
gubernur untuk adil dalam memberikan upah kepada pegawainya dan tetap dalam 
pengawasan. 
Pendapat para fuqaha tentang penentuan upah oleh pemerintah sangat 
berbeda-beda. Menurut Abd al-Karim Usman yaitu pakar Fiqih dari Mesir, 
pemerintah tidak boleh berurusan dalam masalah harga, tetapi boleh dalam segi 
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menstabilkan suatu harga yaitu dengan cara menyesuaikan suatu permintaan 
dalam pasar. Apabila terjadi kenaikan harga yang disebabkan oleh para pedagang 
maka pemerintah boleh melakukan penetapan suatu harga barang tersebut. Jadi, 
pemerintah tidak boleh menetapkan standar upah, tetapi boleh dilakukan apabila 
terjadi suatu ketidakadilan antara pekerja dan pemberi pekerjaan. 
Menurut sebagian ulama klasik yaitu ulama Zahiriah, ulama Malikiyah, 
ulama Syafi‟iyah, ulama Hanabilah, Imam al-Syaukani dan Ibn al-Atsir 
menyatakan tidak membenarkan pemerintah ikut campur dalam menentukan upah 
atau harga, karena hal tersebut sudah ditentukan berdasarkan persetujuan dari 
kedua belah pihak antara majikan dan pekerja. Jika dilakukan maka hukumnya 
adalah haram. 
 
2.4. Standar dan Mekanisme Penetapan Upah 
Pada masanya, Rasullah adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para 
pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses 
penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam Islam dapat dilihat dari 
kebijakan Rasullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab 
dan Usaid yang diangkat sebagai gebernur Makkah.
41
 
Ajaran Islam mempunyai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hubungan 
majikan dan pekerja, yaitu prinsip kelayakan dan keadilan. 
A. Upah yang layak dalam konsep Islam 
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a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. 
Jika dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syaddad 
Rasulullah SAW bersabda: 
 نعيرفن نبيربج نع ديري نب ثرالْا نع يعازولَا انثدح فىاعلما انثدح يقرلا ناورم نب ىسوم انثدح
لاق دادش نبدروتسلما :لوقي ملسو ويلع للها يلص للها لوسر تعسم : بستكيلف لاماع انل ناك نم
ةجوز ,امدخ بستكيلف  مداخ ول نكي لم نإف ,انكسم بستكيلف نكسم ول نكي لم ناف , لاق
لاق ملسو ويلع للها يلص للها لوسر نا تبرخا ونع للها يضرركب وبا لاقو : وهف كلذ يرغذتخا نم
قراسوا لاغ .(دوواد وبا هاور)                           
Artinya: Diriwayatkan kepada kami Musa bin Marwan Ar-Raqi, 
diriwayatkan kepada kami, Al-Mu’afa, diriwayatkan kepada kami 
Al-Auza’I, dari Harits bin Yazid dari Jubair bin Nufair, dari 
Mustawrid bin Syadad aku mendengar Nabi Muhammad SAW 
bersabda: “siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia 
mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak 
memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya, 
bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan 
tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: “diberitakan kepadaku 
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa yang mengambil 
sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau 
pencuri.” (HR. Abu Dawud) 
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Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW, 
bersabda: 
ةبيش بيا نب ركب وبا انثدح ,ملسو ويلع للها يلص بينلا لاق :مكناوجا مى , تتح للها مهلعج
مكيديا ,نولكأت امِ مىومعطاف ,نوسبلت امِ مىوسبلاو ,مهبلغي ام مىوفلكت لَو , مىومتفلك ناف
مىونيعأف .(ملسم هاور) 
Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: 
Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah 
menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barangsiapa 
mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan 
seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan tidak membebankan pada 
mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu 
membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu 
mereka (mengerjakannya). (HR. Muslim). 
 
Dari dua hadis di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang 
diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: papan (tempat tinggal), pangan 
(makanan) dan sandang (pakaian). Kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan 
kebutuhan asasi bagi para karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan 
juga untuk mencarikan jodoh bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). 
Hadis tersebut juga memberikan dua prinsip pengaturan upah pegawai; pertama, 
pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nyata dan 
praktis dari para pegawainya; kedua, tidak patut bagi para pekerja untuk menuntut 
lebih kepada badan keuangan negara dari kebutuhan yang sebenarnya. Jika upah 
para pegawai pemerintah ditentukan berdasarkan prinsip ini, maka tidak akan 
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pernah timbul perbedaan yang tidak adil dan tidak wajar dalam penentuan upah 
para pejabat tertinggi dan pejabat terendah. 
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji pegawai ditetapkan dengan 
tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya 
hidup masyarakat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga 
mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.
44
 Dapat diambil kesimpulan bahwa 
hubungan antara majikan dan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan 
yang formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga dari majikan. Konsep 
menganggap pekerja sebagai keluarga majikan adalah konsep Islam yang lebih 
dari 14 abad yang telah dicetuskan. Konsep tersebut dipakai oleh pengusaha arab 
pada masa lalu, mereka sering memperhatikan kehidupan pekerjanya di luar 
lingkungan kerjanya. Hal itulah yang jarang dilakukan pada masa ini. 
Menurut pendapat Wilson, walaupun suatu perusahaan itu bukanlah 
perusahaan keluarga, para pemimpin atau majikan harus memerhatikan kehidupan 
karyawan di luar lingkungan kerjanya, hal ini sangat sulit dipahami oleh para 
pengusaha Barat. Konsep inilah yang sangat berbeda dengan konsep upah 
menurut Barat. Konsep upah menurut Islam, tidak dipisahkan dari konsep moral 
dan faktor layak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berapa upah 
yang akan diberikan.
45
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b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran 
Firman Allah dalam Surat al-Syua‟ra: 183 
 وَي فِ فِ بْ سُ  فِ بْ وَ بْاو  فِ  و بْ وَ بْ وَ  وَ وَ  بْ سُ وَا وَ بْ وَ  وَا نَّلاو و سُ وَ بْ وَ  وَ وَ                           
Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela dimuka bumi membuat kerusakan.” 
(Q.S Al-Syua’ra: 183) 
Maksud dari ayat tersebut adalah janganlah seseorang merugikan orang 
lain dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh
46
. Hak-hak dalam 
upah janganlah jauh dari upah yang biasanya diberikan. Misalnya untuk staf 
administrasi, upah perbulannya adalah Rp. 1.000.000, akan tetapi di perusahaan 
tertentu diberi upah Rp. 600.000, berarti hal tersebut mengurangi hak para pekerja 
dan memotong hak pekerja sebesar Rp. 400.000, perbulan. Jika ini terjadi, maka 
pengusaha tidak berbuat layak kepada para pekerja tersebut. 
Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan 
dimensi akhirat. Dalam dimensi dunia sangat penting menerapkan konsep moral 
agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral 
diabaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.  
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B. Upah yang adil dalam konsep Islam 
a. Adil berarti jelas dan transparan 
Keadilan dalam Islam adalah akar prinsip. Keadilan diterapkan oleh semua 
ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syariat atau etika.
47
 Firman 
Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1: 
 ِدْيَّصلا يِّلُِمح َرْ يَغ ْمُكْيَلَع ىَلْ ت ُي اَم لَِإ ِماَع ْنلأا ُةَمِيَبَ ْمُكَل ْتَّلِحُأ ِدوُقُعْلِاب اوُفْوَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 ُدِيُري اَم ُمُكَْيُ َوَّللا َّنِإ ٌُمرُح ْمُت َْنأَو 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
 
Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip keadilan terletak pada 
kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan 
yaitu akad yang terjadi antara pekerja dan majikan. Dapat disimpulkan bahwa 
sebelum pekerja dipekerjakan, maka upah yang diterimanya harus jelas. Upah 
tersebut meliputi tata cara pembayaran upah dan besarnya upah
48
. Dalam 
pembayaran upah sangat perlu diperhatikan, karena keterlambatan pembayaran 
upah termasuk perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para 
pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW pada hari kiamat. 
Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan tenaga kerja karyawan (buruh). 
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b. Adil berarti proporsional 
Firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 19 yaitu: 
 اوُلِمَع اَّمِ ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو ۖ              َنوُمَلُْظي َلَ ْمُىَو ُْمَلَاَمْعَأ ْمُه َيِّ فَو ُِيلَو          
Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 
Firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39 yaitu: 
 ىٰىَعَس اَم َّلَِإ ِناَسْن ِ ِْل  َْيَل ْنَأَو 
Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya. 
Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
menurut berat pekerjaannya itu.
49
 Maududi menerangkan bahwa kebijakan dalam 
penetapan gaji yang diperoleh berbeda untuk pekerjaan yang berbeda. Islam 
sangat menghargai pengalaman dan keahlian. Gaji boleh saja berbeda dari satu 
tempat dengan tempat yang lain dan tergantung pada iklim dan ekonomi di suatu 
tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.
50
 
Konteks ini dalam pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi equal 
pay for equal job, maksudnya adalah pekerjaan yang sama untuk jenis pekerjaan 
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yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, 
maka gaji mereka harus sama.
51
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BAB III 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN DOSEN 
TETAP NON PNS PADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 
 
3.1. Profil Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry disingkat UINAR yang  merupakan 
sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Aceh. 
Sebelum diresmikan menjadi UIN, universitas tersebut masih berstatus Institut 
yaitu Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (IAIN Ar-Raniry).  
Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry adalah sebuah lembaga pendidikan 
tinggi yang mengelola suatu bidang studi dasar yaitu bidang studi agama Islam 
dengan sejumlah cabang dan sub cabang keilmuannya yang resmi berdiri pada 
tanggal 5 Oktober 1963. IAIN Ar-Raniry berada di bawah jajaran Departemen 
Agama RI yang pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat 
Jenderal Kelembagaan Agama Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama 
Islam. 
Sebutan Ar-Raniry, dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama 
besar dan mufti Kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa 
Sultan Iskandar Tsani, ulama tersebut nama lengkapnya adalah Syeikh Nuruddin 
Ar-Raniry yang berasal dari Ranir di India. Sejak berdirinya IAIN Ar-Raniry 
sebagai lembaga pendidikan Islam, telah menunjukkan peran dan signifikansi 
yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. 
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Di awali terlebih dahulu dengan lahirnya beberapa fakultas pada IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh telah memiliki beberapa fakultas. Secara berurutan sesuai 
dengan tahun berdirinya, fakultas-fakultas tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Fakultas Syari‟ah berdiri pada tahun 1960 
b. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin berdiri pada tahun 1962 
c. Fakultas Dakwah berdiri pada tahun 1968 
d. Fakultas Adab berdiri pada tahun 1983 
Fakultas yang paling tertua dan paling pertama didirikan adalah Fakultas 
Syari‟ah yaitu pada tanggal 2 September 1960. Sejarah berdirinya Fakultas 
Syari‟ah tidak terlepas dari sejarah terjadinya peristiwa pergolakan DI/TII di Aceh 
pada tahun 1953, akibatnya stabilitas keamanan menjadi sangat terganggu, 
sehingga menimbulkan kerawanan sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh. 
Kekacauan ini terjadi secara berlarut-larut dalam rentang waktu yang sangat lama 
dan memakan banyak korban, baik jiwa dan harta benda.  
Gubernur A. Hasjmy bersama dengan Panglima Syamaun Gaharu, atas 
persetujuan pemerintah pusat berusaha melakukan lobi dengan para pimpinan 
DI/TII untuk mengajak bersama-sama dalam membangun Aceh dan 
menghentikan pemberontakan. Hasil kesepakatan antara pihak pemerintah dengan 
pihak DI/TII dituangkan dalam bentuk ikrar bersama yang dikenal dengan “Ikrar 
Lamteh”. Isi dari ikrar tersebut adalah sama-sama berusaha untuk memajukan 
agama Islam, sama-sama berikhtiar untuk membangun Aceh dalam arti yang 
seluas-luasnya dan sama-sama bekerja untuk memberi kemakmuran kepada 
masyarakat Aceh.  
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Ikrar Lamteh tersebut telah menjadi landasan yang berpijak ke arah 
terwujudnya upaya penyelesaian keamanan di Aceh dan sebagai langkah pertama 
mengisi keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 2 September 
1959, Presiden Soekarno meresmikan pembukaan Kopelma Darussalam dan 
pembukaan Fakultas Ekonomi cabang Medan. Selanjutnya sebagai langkah 
pertama dalam mengisi keistimewaan dalam bidang Agama dilakukanlah 
persiapan pendirian Fakultas Agama Islam Negeri (FAIN).  Pada awalnya fakultas 
ini termasuk salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, akan 
tetapi setelah konsultasi dengan Jakarta, akhirnya Menteri Agama menyetujui 
pendirian Fakultas Syari‟ah dan memisahkan panitia persiapan pendirian fakultas 
agama dimaksud dengan ketetapan Menteri Agama No. 48 tahun 1959 tanggal 7 
November 1959 dan ditetapkan ketua umum pelaksananya adalah Syamaun 
Gaharu dan A. Hasjmy sebagai wakilnya. Berdasarkan SK, Rektor IAIN Ar-
Raniry No. IN/3/KP-00.4/138/1996 tanggal 4 September 1996, terjadi 
penyempurnaan jurusan-jurusan pada Fakultas Syariah, menjadi: Jurusan Syariah 
Ahwalus Syakhsiyah (SAS) yang sebelumnya merupakan Jurusan Syari‟ah 
Peradilan Islam (SPI), jurusan Syariah Mu‟amalah wal Iqtishad yang sebelumnya 
jurusan Syari‟ah Perdata dan Pidana Islam (SPP), jurusan Syari‟ah Perbandingan 
Mazhab dan Hukum (SPH) dan jurusan Syari‟ah Jinayah wa Siasah (SJS).  
Setelah peresmian UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari‟ah tersebut 
mengalami perubahan nama menjadi Fakultas Syari‟ah dan Hukum. Fakultas 
tersebut juga mengubah beberapa nama prodi seperti Hukum Ekonomi Syari‟ah 
(HES) yang sebelumnya SMI. 
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Peresmian UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 2013 
merupakan sebuah penantian panjang IAIN Ar Raniry Banda Aceh untuk menjadi 
Universitas Islam Negeri (UIN) dan perubahan status tersebut menjadi sebuah 
kado istimewa bagi kampus tersebut.  
Status kampus yang letaknya di Kopelma Darussalam itu resmi meningkat 
usai terbit Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 64. UIN Ar Raniry Banda Aceh 
tercatat sebagai UIN ketujuh dan termuda di Indonesia, setelah UIN Sunan Syarif 
Kasim. Terhitung sejak 1 Oktober 2013, segala yang menyangkut dengan nama, 
status serta aset baik tetap maupun bergerak, termasuk mahasiswa, dosen, dan 
karyawan IAIN secara otomatis menjadi aset UIN Ar Raniry. 
 
3.1.1. Visi dan Misi beserta Tujuan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh 
Adapun Visi dan Misi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
adalah sebagai berikut: 
3.1.1.1.  Visi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
Unggul, Mandiri dan Berwawasan Global dalam 
pengembangan ilmu Syari‟ah dan Hukum 
 
3.1.1.2.  Misi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 
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a. Melahirkan lulusan yang unggul, mandiri dan berwawasan 
global dalam ilmu syari‟ah dan hukum. 
b. Meningkatkan kualitas dosen yang unggul, berintegritas dan 
berwawasan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian 
masyarakat. 
c. Menjadikan Fakultas Syari‟ah dan Hukum sebagai rujukan 
bagi masyarakat dalam bidang syari‟ah dan hukum. 
d. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syari‟ah hukum 
yang berbasis penelitian. 
e. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama 
dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas 
pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. 
 
3.1.1.3. Tujuan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry banda 
Aceh 
a. Membentuk sarjana ilmu syari‟ah dan hukum yang bertaqwa 
kepada Allah SWT. 
b. Mewujudkan tenaga pengajar yang handal, empati dan solutif 
dan yang berintegritas. 
c. Mewujudkan lembaga pendidikan sebagai pusat 
kegemilangan dalam pengembangan ilmu syari‟ah dan 
hukum. 
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3.2. Karakteristik Responden 
Berdasarkan kuisioner yang telah penulis sebarkan, maka karakteristik 
responden dapat dinyatakan bahwa responden berjumlah empat orang, berjenis 
kelamin laki-laki dan keempatnya sudah menikah serta berpendidikan S2. 
Responden yang berumur 31-35 tahun berjumlah 1 (satu) orang dan berumur 36-
45 tahun berjumlah 3 (tiga) orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
rata-rata responden berusia 36 sampai 45 tahun. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tata Usaha, penulis mendapat 
informasi dengan adanya pemberian data secara tertulis, seperti Surat Perjanjian 
Kerja, (SK) gaji dosen tetap Non PNS dan SK dosen tetap Non PNS. Informasi 
yang diperoleh bahwa responden menjabat posisi sebagai staff administrasi. 
 
3.3. Mekanisme dan Standar Penetapan Upah Dosen tetap Non PNS 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
 
Dosen tetap non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
ditempatkan pada suatu unit kerja dengan posisi tertentu di struktur organisasi unit 
kerja tersebut. Jumlah dosen tetap Non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
adalah sebanyak 4 orang yang bekerja dari pukul 08.00- 17.00 wib.
1
 
Dari hasil wawancara dapat diperoleh informasi bahwa pada pertanyaan 
pertama tentang “Apakah pihak Fakultas bernegosiasi dengan dosen tetap non 
PNS mengenai besaran upah / gaji yang akan diterima?”. Sebesar 25% responden 
menjawab “iya” dan 75% menjawab “tidak” dengan alasan bahwa pada saat 
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pengangkatan dosen tetap non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh memang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan tidak bernegosiasi dengan dosen tetap non PNS. 
Jadi dengan kata lain, pada tahapan awal perekrutan tenaga kerja dosen tetap non 
PNS di Fakultas Syari‟ah dan Hukum tidak mendapatkan hak untuk bernegosiasi 
dengan pimpinan mengenai besaran upah yang diberiksn setiap bulannya. 
Pada pertanyaan No.2 yaitu “Apakah besaran gaji atau upah yang 
diberikan kepada dosen tetap non PNS dicantumkan dalam SK?”. Dari pertanyaan 
tersebut, sebesar 100% menjawab “iya”, jadi pembayaran upah kepada dosen 
tetap non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum dicantumkan dalam SK yang 
berlaku yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
Pada Pertanyaan no. 3 yaitu “Apakah gaji/ upah yang diberikan kepada 
dosen tetap non PNS sesuai dengan SK yang ada?”. Dari pertanyaan tersebut, 
sebesar 25% menjawab “iya” dan 75% menjawab “tidak”. Dari jawaban tersebut 
responden mengganggap bahwa gaji/ upah yang diberikan belum sesuai dengan 
SK yang ada. Pada saat wawancara dengan bagian keuangan mengatakan bahwa 
gaji/upah dosen tetap non PNS belum sesuai dengan SK yang ada karena masalah 
uang pemasukan dosen tetap non PNS terkadang tidak bisa ditentukan dari awal, 
sangat tergantung pada dana yang akan turun dari pusat
2
. Misalnya kontrak pada 
dosen tetap non PNS pada awal bulan Januari sampai bulan Desember. Dana yang 
turun dari pusat keluar pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni, sementara 
dosen tetap non PNS sudah bekerja dari bulan Januari, jadi pembayaran gaji/ upah 
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Banda Aceh pada tanggal 20 juli 2016. 
55 
  
 
dosen tetap non PNS pada bulan Januari sampai bulan Mei menggunakan dana 
talangan dari Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry karena pencairan dana 
tidak keluar dari awal tahun jadi harus menggunakan dana talangan supaya tidak 
menunda waktu pembayarannya. Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa gaji/ upah yang diterima oleh dosen tetap non PNS belum 
sesuai dengan SK yang ada pada tahun 2015 dikarenakan pencairan dana tidak 
keluar pada awal tahun. 
Pada pertanyaan No.4 yaitu “Apakah gaji/ upah yang diberikan kepada 
dosen tetap non PNS tepat pada waktunya?”. Sebesar 75% menjawab “iya” dan 
25% menjawab “tidak”. Berdasarkan jawaban tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa upah atau gaji dosen tetap non PNS dibayar pada waktunya dan 
pembayaran gaji tersebut berada disekitaran tanggal 10 atau 11 pada setiap bulan. 
Pada pertanyaan No.5 yaitu “Apakah gaji/ upah yang diberikan kepada 
dosen tetap non PNS sesuai dengan job description yang dikerjakan?”. Sebesar 
75% menjawab “iya” dan 25% menjawab “tidak”. Jadi berdasarkan jawaban dari 
wawancara tersebut, sebagian responden menganggap sudah sesuai dengan job 
description masing-masing. 
Pada pertanyaan No.6 yaitu “Apakah dosen tetap non PNS menerima uang 
makan di setiap hari kerja?”. Sebesar 25% menjawab “iya” dan 75% menjawab 
“tidak”. Berdasarkan hasil jawaban tersebut, sebagian besar dosen tetap non PNS 
tidak menerima uang makan di setiap hari kerja. 
Pada pertanyaan No.7 yaitu “Apakah dosen tetap non PNS menerima THR 
dalam rangka hari raya Islam?”. Sebesar 100% menjawab “iya”. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa semua dosen tetap non PNS menerima THR pada hari raya 
Islam berupa sirup ataupun gula.
3
 
Pada pertanyaan No. 8 yaitu “Apakah semua dosen tetap non PNS yang 
bertugas dari pukul 08.00 - 17.00 menerima upah/ gaji di atas Rp 1.900.000,-?”. 
Dari pertanyaan tersebut, sebesar 25% menjawab “iya” dan 75% menjawab 
“tidak”. Jadi berdasarkan jawaban tersebut, sebagian besar dosen tetap non PNS 
pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum tidak menerima upah di atas Rp1.900.000. 
Pada saat wawancara responden mengatakan bahwa adanya pemotongan sebesar 
5% dari gaji yang telah ditetapkan dalam SK. Berdasarkan analisis penulis 
mengatakan bahwa pihak Fakultas tidak memberikan upah di atas Rp. 1.900.000. 
Hal tersebut terbukti dari hasil jawaban yang dilakukan pada saat wawancara 
dengan beberapa orang dosen tetap non PNS pada bulan Maret tahun 2016 yang 
ada pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, dan uang yang diterima oleh dosen tetap 
non PNS adalah Rp. 1.710.000.
4
 Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan 
upah pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum masih berada di bawah Standar Upah 
Regional (UMR) yaitu Rp. 1.900.000,-. Maka analisa penulis mengatakan bahwa 
pihak Fakultas belum memberikan kepuasan kepada dosen tetap non PNS dan 
belum sesuai seperti yang tercantum dalam SK yang ada. 
Pada pertanyaan No. 9 yaitu “Apakah semakin lama masa kerja dosen 
tetap non PNS maka semakin besar juga gajinya?”. Dari pertanyaan tersebut, 
sebesar 75% menjawab “iya” dan 25% menjawab “tidak”. Jadi berdasarkan 
                                                             
3
 Wawancara dengan Responden I Fakutas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh pada tanggal 29 Maret 2016. 
4
 Wawancara dengan Responden III Fakutas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh pada tanggal 31 Maret 2016. 
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jawaban tersebut, sebagian besar dosen tetap non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum sepakat bahwa semakin lama masa kerja maka semakin besar juga gajinya 
karena setiap tahun ganti SK yang baru dan gaji pun bertambah. 
Pada pertanyaan No.10 yaitu “Apakah gaji/upah yang diterima setiap 
bulan oleh dosen tetap non PNS merasa puas?”. Sebesar 25% menjawab “iya” dan 
75% menjawab “tidak”. Jadi berdasarkan jawaban tersebut, sebagian dosen tetap 
non PNS merasa belum puas atas gaji yang diterima setiap bulannya. Kalau dikaji 
kembali dari pertanyaan satu “Apakah pihak fakultas bernegosiasi dalam 
penetapan upah/gaji dosen tetap non PNS?”. Analisis penulis mengatakan bahwa 
penetapan upah/ gaji ditetapkan secara sepihak oleh para pejabat Fakultas, tanpa 
adanya negosiasi dengan dosen tetap non PNS, hal inilah yang menyebabkan 
adanya ketidakpuasan bagi dosen tetap non PNS. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan responden (Dosen Tetap Non PNS), ketidakpuasan terhadap kontrak kerja 
dikarenakan persetujuan terhadap poin-poin kerja yang dibuat oleh pihak fakultas 
tanpa adanya negosiasi dengan para dosen tetap Non PNS. Dengan gaji/upah kerja 
yang berkisar di bawah UMR, dinilai tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
sehingga mengharuskan para dosen tetap Non PNS untuk mecari pendapatan 
tambahan di luar fakultas Syari‟ah dan Hukum. Adapun kesepakatan kontrak 
dikarenakan terbatasnya peluang kerja dengan profesi sebagai tenaga pengajar. 
Para dosen tetap Non PNS berharap suatu saat mereka akan diangkat menjadi 
dosen PNS tetap di Fakultas Syari‟ah dan Hukum. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai 
transparansi aqad tidak terpenuhi dalam negosiasi upah dosen tetap non PNS pada 
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Fakultas Syari‟ah dan Hukum yang diterima di setiap bulan. Hal tersebut dapat 
kita ketahui dari jawaban responden (dosen). 
Dosen tetap non PNS pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh ditugaskan dan ditempatkan sesuai dengan instruksi atasan pada 
suatu unit kerja. Tugas dan posisi mereka adalah sebagai staff administrasi 
Fakultas dan mengajar. 
Dalam penetapan upah/ gaji bulanan kepada dosen tetap non PNS, status 
sosial seperti nikah ataupun lajang, kaya atau miskin, dan lainnya tidak menjadi 
pertimbangan. Pertimbangan yang dilakukan adalah dalam hal jabatan (job 
description) dan masa kerja. 
Selain gaji bulanan yang bersifat fix (tetap), dosen tetap non PNS juga 
menerima upah/gaji yang bersifat insedentil (tidak tetap). upah/ gaji yang diterima 
oleh dosen tetap non PNS merupakan upah/ gaji dari kegiatan-kegiatan yang 
bukan dari bagian dari tugas pokok sehari-hari, contohnya seperti menerima upah 
lembur ketika ditugaskan di luar jam kerja. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upah/gaji bulanan 
dosen tetap non PNS Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry banda Aceh 
ditetapkan oleh pimpinan suatu unit kerja berdasarkan Surat Keputusan Rektor 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh (nomor: Un. 07/R/ Kp.00.5/ 251/ 2015). Status sosial 
tidak menjadi pertimbangan dan pihak fakultas tidak bernegosiasi dengan dosen 
tetap non PNS sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dalam penerimaan gaji 
setiap bulannya. Selain upah/gaji bulanan, dosen tetap non PNS menerima upah 
lembur dan THR di bulan Ramadhan seperti sirup dan gula. 
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3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme dan Standar Upah 
Dosen Tetap Non PNS Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh 
 
Pengupahan merupakan suatu perjanjian yang dibolehkan dalam 
kepemilikan atas suatu yang dimanfaatkan tenaga kerja dengan menerima imbalan 
yang layak dan pantas serta sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Adapun 
yang menjadi pokok pembahasan ini adalah pengupahan yang berkaitan dengan 
pekerjaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ajaran Islam mempunyai prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan hubungan pemimpin dengan pekerja yaitu prinsip 
kelayakan dan keadilan. Adil dan layak tersebut harus dilihat dari tanggungan 
nafkah keluarga, jika sudah berkeluarga maka gajinya dua kali lipat dari yang 
masih lajang, serta ditentukan juga berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat 
setempat. 
5
 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum merupakan suatu lembaga pendidikan yang 
memiliki dosen tetap non PNS yang harus dikelola sesuai dengan prinsip Syari‟ah. 
Dengan adanya dosen tetap non PNS, tujuan dari suatu lembaga ataupun 
organisasi dapat tercapai dengan mudah dan cepat. Setiap yang bekerja di 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum haruslah dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja yaitu 
dengan pemberian gaji yang adil dan layak supaya setiap pekerja dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan semangat dalam bekerja. 
Larangan yang paling besar yang menghalangi sahnya hubungan 
muamalah adalah riba, gharar (penipuan) dan kezhaliman. 
                                                             
5
Jabari Bin Ahmad al-Harisi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab , terj. Asmuni Solihin, 
(Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 248. 
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Banyak aspek yang berpotensi yang menjadi faktor penyebab yang 
dikatagorikannya sebuah akad. Salah satunya adalah kerelaan (suka sama suka) di 
dalam Tafsir Tafsir As-Sa‟di adalah suatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati. 
Tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat dari ijab dan kabul yang 
diikrarkan atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan serah terima 
untuk mengungkapkan rasa kerelaan.
6
 Dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah 
Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada Surat An-Nisa ayat 
29 adalah kerelaan di antara kedua belah pihak berdasarkan aturan syari‟at. 
 ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكْأَت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ۚ َلََو 
 ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت ۚاًميِحَر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu(Q.S An-Nisa: 29). 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa makna “An Taradhi 
Minkum (kerelaan) tersembunyi di dalam hati, untuk mengukur kerelaan di 
indikasikan dengan ikrar ijab dan kabul. Sebuah akad haruslah dilandasi dengan 
kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kontrak kerja antara dosen tetap 
Non PNS dengan pihak fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
seharusnya sebelum kontrak tertera secara tertulis perlu adanya negosiasi tentang 
poin-poin kontrak kerja, termasuk upah/ gaji maupun tempat kerja. Sehingga kata 
kesepakatan terjalin dari kedua belah pihak tanda landasan paksaan ataupun rasa 
                                                             
6
 Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-sa‟di, Ringkasan Tafsir As-Sa’di, (Riyadh: Pustaka 
An-Nusnoh, 2004), Hlm. 251. 
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keberatan di antara salah satu pihak, karena kerelaan berada di lubuk hati dan 
tidak terlihat oleh orang lain. 
Seperti data yang penulis dapatkan di Fakultas Syari‟ah dan Hukum, dosen 
tetap non PNS sudah menjalankan aturan yang sesuai dengan SK yang diberikan. 
Dosen tetap non PNS melaksanakan tugasnya seperti aturan yang telah ditetapkan, 
namun pada penetapan upah dosen tetap non PNS masih belum mendapatkan 
upah sebagaimana mestinya. Dalam Islam penetapan upah yang diprioritaskan 
adalah asas kelayakan dan keadilan, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi: 
 نعيرفن نبيربج نع ديري نب ثرالحا نع يعازولَا انثدح فىاعلما انثدح يقرلا ناورم نب ىسوم انثدح
لاق دادش نبدروتسلما :لوقي ملسو ويلع للها يلص للها لوسر تعسم : بستكيلف لاماع انل ناك نم
ةجوز ,امدخ بستكيلف  مداخ ول نكي لم نإف ,انكسم بستكيلف نكسم ول نكي لم ناف , لاق
لاق ملسو ويلع للها يلص للها لوسر نا تبرخا ونع للها يضرركب وبا لاقو : وهف كلذ يرغذتخا نم
قراسوا لاغ .(دوواد وبا هاور)                           
Artinya: Diriwayatkan kepada kami Musa bin Marwan Ar-Raqi, diriwayatkan 
kepada kami, Al-Mu’afa, diriwayatkan kepada kami Al-Auza’I, dari 
Harits bin Yazid dari Jubair bin Nufair, dari Mustawrid bin Syaddad aku 
mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “siapa yang menjadi 
pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang 
pembantu bila tidak memiliki pekerjaan, hendaklah ia mencarikan 
pekerjaan untuk pembantunya, bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, 
hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: 
“diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa 
yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang 
keterlaluan atau pencuri.” (HR. Abu Dawud) 
 
                                                             
7
 Abu Sulaiman Hamid, Ma’alim Sunan, Wahuwa Syarah Sunan Abu Daud, (Halab: 
Mutaba‟ah „Alimah, 1932), hlm. 388. 
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Dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa kelayakan upah yang 
diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu pangan (makanan), sandang 
(pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi karyawan yang masih belum 
menikah, menjadi tugas pemimpin yang memperkerjakannya untuk mencarikan 
jodohnya. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, gaji/ upah pekerja disesuaikan 
dengan tingkat biaya hidup masyarakat setempat.
8
 Jika tingkat biaya hidup 
masyarakat setempat meningkat, maka upah pekerja harus dinaikkan, sehingga 
mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Artinya hubungan antara pemimpin 
dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan 
sudah dianggap sebagai keluarga.  
Berdasarkan fakta yang ada, analisa penulis mengatakan bahwa penetapan 
upah dosen tetap non PNS belum sesuai dengan asas kelayakan dan keadilan. 
Upah dosen tetap non PNS sebenarnya diberikan sesuai dengan UMR yang ada 
yaitu 1.900.000, namun kenyataannya dosen tetap non PNS menerima upah di 
bawah standar tersebut, hal tersebut dapat kita kaji dari hasil wawancara nomor 8 
yaitu dosen tetap non PNS yang bertugas dari 08.00 -17.00 tidak menerima upah 
di atas 1.900.000 dan itu artinya upah yang diterima dosen tetap non PNS belum 
memenuhi standar kelayakan, karena upah yang diterima dosen tetap non PNS 
Rp. 1.710.000. Jika ditinjau dari pengeluaran setiap bulan ternyata melebihi dari 
gaji/upah yang diberikan, dan ini berarti belum sesuai dengan asas kelayakan dan 
keadilan. 
                                                             
8
 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah: Sebuah Kajian Historis dan 
Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 114. Dikutip dari Muhammad Kard Ali, al-
Islam wa al-Hadharah al-Arabiyah, (Kairo: Mathba‟ah Lajnah al-Ta‟lif wa al-Tarjamah wa al-
Nasyr, 1968), hlm. 131. 
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Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penetapan gaji/upah dosen 
tetap non PNS di Fakultas Syari‟ah dan Hukum belum sesuai dengan prinsip yang 
berkaitan dengan pemimpin dan pekerja, dimana di dalam Islam yang diutamakan 
adalah asas kelayakan dan keadilan. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
 
4.1 Kesimpulan 
1. Standar dan mekanisme penetapan upah/ gaji dosen tetap Non PNS pada 
Fakultas Syari’ah dan Hukum tercantum dalam Surat Keputusan Rektor 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS 
pada Fakultas dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
2. Jika ditinjau dari konsep Ujrah, penetapan upah/ gaji harus adil dan layak, 
dimana dalam kesepakatan harus adanya aqad antara kedua belah pihak 
(pihak Fakultas dan Dosen Tetap Non PNS), sehingga pihak dosen tetap 
non PNS tidak merasa dirugikan. Selanjutnya, upah/ gaji yang diterima 
harus memenuhi kriteria cukup pangan, sandang dan papan serta sesuai 
pasaran, sehingga gaji/upah tersebut bersifat layak diterima oleh dosen 
tetap Non PNS. Dengan demikian, mekanisme dan standar penetapan 
upah/gaji pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry belum sesuai 
jika ditinjau dari konsep ujrah, hal itu dapat kita lihat dari mekanisme dan 
standar penetapan upah/gaji dosen tetap Non PNS Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang menetapkan upah secara 
sepihak tanpa adanya transparansi akad, standar penetapan upah juga tidak 
memenuhi kriteria cukup pangan, sandang dan papan serta sesuai dengan 
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pasaran sehingga gaji/ upah tersebut belum layak diterima oleh dosen tetap 
non PNS. 
 
4.2 Saran  
Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat 
dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan terutama 
mengenai Upah Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menurut Konsep Ujrah. Dalam hal ini 
saran tersebut adalah : 
1. Disarankan kepada pimpinan unit kerja Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar mekanisme dan standar penetapan upah/ 
gaji dosen tetap Non PNS harus sesuai dengan Upah Minimum Regional 
(UMR) dan menetapkan gaji/ upah dosen tetap Non PNS melalui berbagai 
pertimbangan. Pertimbangan tersebut dapat dilakukan dengan 
memperhatikan job description, proses negosiasi dan nilai-nilai dalam 
perekonomian Islam. 
2. Diharapkan kepada unit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh untuk menetapkan mekanisme dan standar harus mengacu 
pada konsep Ujrah. Jika belum sanggup membayar upah/ gaji yang sesuai 
dengan upah minimum, maka dapat dilakukan penangguhan dan 
bernegosiasi dengan dosen tetap Non PNS serta menyepakati bersama. 
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